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TENTANG

PENJABARAN ANGGAR
AN PENDAPA
KABUP PPATAN DAN BELANJ
ATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 290$AERAH

Menimbang

Aengingat

BUPATI BANYUMAS,

bahwa m i

Bl t(:metr;enuhl ketentuan Pasal 6 Peraturan Daetah Nomor 1 Tahun

AL 28% Anggarar\ Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

S i 7, perlu ditetapkan Peraturan Bupali Banyumas tentang

20017 S;abn Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran
agai landasan operasional pelaksa

Ahuaran 2Dt p naan APBD Tahun

s

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1967 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048) ;
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik

Undang-undang Nomor 21
Atas Tanah dan Bangunan (
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 3688) ;

Undang-tindang Nomor 28
Negara yang Bersih dan Be

(Lembaran Negara Republi
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

k Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
r 3851) ;




10.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) |

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) :

-U”dang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perenca_naan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahar Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran

11.

12.

13.

14.

15.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar.
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesic Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pa=k Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara R=publik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Petaturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2000 lentang Pengelolaarn
Keuangan Badan Layanan Umumn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor A502) .
Peraturan Pemerintalh Nomor 24 Tatun 2005 tenitang  Standar
’\_"“”'""Sl Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik  Indaonesia
Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan |enbaran Nagata Hepublik
Indonesia Nomor 4507)
:')‘(’t:'\fm:m Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
1';‘5 mh~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20045 Momer
J;g.’)l;ltlll):llw;ll\ Lembaran Negara Raepublik Indonesia Nomor
e N »
'F)‘emtumn Pemerintah  Nomor 55 fahun 2005 tentang Dana
Nerlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
omor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) .
Peraturap Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Momor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (L.embaran

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyurnas Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).



MEMUTUSKAN

denetapkan PERATURAN - BUPATE  BANYUMAS  TENTANG  PENJABARAN
ANGOGARAM PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

naaatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai borikut

i Pendapatan

a  Pendapatan Daerah Rp. 82304 .973.500,00
b Dana Perimbangan Rp. 700.352.000.000,00
¢ Lain-lain Pendapatan yang sah Rp._32.062.699.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 815.719.672.500,00

Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 501.263.805.414,00
2) Belanja Bunga Rp. 107.041.760,00
3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 45.122.482.860,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 437.500.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 43.758.500.000,00
8) Belanja Tidak terduga Rp. 6.000.000.000,00

Jumlah Rp. 596.695.330.034,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawali Rp. 58.251.951.355,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 106.732.553.858,00
3) Belanja Modal Rp. 115.336.370.053,00

Jumlah Rp. 280.320.875.266,00
Jumlah Belanja Rp. 877.016.205.296,00
Surplus/(Defisit) Rp. (61.296.532.800,00)

.. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 74.812.388.753,00
b. Pengeluaran Rp. 13.515.855.935.00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 61.296.532.800,00




Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
lampiran | Peraturan Bupati ini,

Pasal 3
Penjabaran APBD‘ §qbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lam_piran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang'tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Banyumas ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya
laku surut sejak 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
_-—Padatanggal {7 MR 2001
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